Potensi Dongkrak PAD
Sumber: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Samarinda — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Samarinda di
kawasan taman dan halaman Masjid Islamic Center, mendapat respons dari dewan. Salah
satunya datang dari Anggota Komisi | DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, yang menilai

bahwa Satpol memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).

“Salah satu Tupoksi Satpol PP itu penegakan Perda. Kalau mereka tidak menegakkan
aturan, tentu akan berpengaruh pada kinerjanya. Jadi memang mereka harus bekerja
sesuai tugasnya,” ujar Aris, Kamis (6/11). Namun, Aris menilai, persoalan PKL di
Samarinda bukan hanya soal penegakan, tapi juga soal penataan. Politisi PKB itu
meminta agar Pemkot mencari solusi agar pedagang tetap bisa berjualan di tempat yang

diperbolehkan tanpa melanggar aturan.

“Itu bukan soal menghambat rezeki pedagang, tapi perlu dicari solusi agar mereka tetap
bisa berdagang di area yang diperbolehkan. Posisi Satpol PP juga serba salah. di satu sisi
harus menegakkan Perda, di sisi lain harus berhadapan dengan warga kecil yang mencari
nafkah,” jelasnya. Menurutnya, jumlah personel Satpol PP yang terbatas juga menjadi
tantangan dalam melakukan pengawasan. “Personel mereka terbatas, bersifat patroli,
bukan berjaga tetap di satu titik. Jadi tidak mungkin mereka bisa standby terus di sana.

Itu juga menjadi perhatian," tambahnya.

Area depan Masjid Islamic Center sejatinya termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dan
kawasan pedestrian, yang bukan untuk aktivitas berdagang. Namun, dia menilai, area lain
di sekitar lokasi sebenarnya bisa dioptimalkan untuk PKL, bahkan berpotensi menambah
pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau ditata dengan baik, kawasan sekitar Islamic Center
bisa jadi potensi PAD, baik parkir maupun pedagang. Misalnya dengan menyiapkan
lokasi khusus ketika malam yang bisa disewakan sementara untuk pedagang, tentu

dengan aturan yang jelas,” kuncinya. (dra)
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Catatan:
1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022)
dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
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pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam Pasal 2 hurufa UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas

pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.

3. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh
pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PBJT;

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Pajak MBLB;

g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan

—

Opsen BBNKB.
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